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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan tentang ‘“kekuatan yuridis
Persumpsion hakim dalam proses pembuktian perkara menurut Hukum Acara Pidana
Islam dan KUHAP (studi komparatif)”, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana kekuatan yuridis Persumpsion hakim
menurut KUHAP dan bagaimana kekuatan Persumpsion hakim menurut Hukum
Acara Pidana Islam serta bagaimana persamaan dan perbedaan kekuatan yuridis
Persumpsion hakim menurut Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP serta
bagaimana kekuatan dan kelebihannya.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode telaah
kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif
yakni memaparkan tentang dasar hukum yang digunakan untuk membandingkan
kekuatan yuridis persumpsion menurut Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP
serta membandingkan perbedaan dan persamaan dan juga kekurangan dan
kelebihannya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa seiring dengan semakin banyaknya
motif kejahatan yang ada saat ini para hakim dalam memberlakukan proses hukum
harus selalu mengikuti dan menguasai tentang ilmu hukum terutama dalam hal
pembuktian agar tercapai keadilan yang hakiki.

Dalam menganalisis data yang berkenaan dengan masalah di atas,
menyimpulkan pertama, kekuatan yuridis persumpsion menurut KUHAP baru bisa
mempunyai kekuatan hukum untuk menjatuhkan putusan jika dikaitkan dengan alat
bukti yang lain. Kedua, kekuatan yuridis persumpsion menurut Hukum Acara Pidana
Islam sudah mempunyai kekuatan hukum untuk menjatuhkan putusan meskipun
tanpa didukung oleh alat bukti lain. Ketiga, persumpsion dalam KUHAP dan Hukum
Acara Pidana Islam keduanya mempunyai kesamaan, yakni sama-sama dapat
digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan hukum dalam proses
pembuktian, sedangkan yang membedakan adalah KUHAP berlaku pada pembuktian
tidak langsung sedangkan dalam Hukum Acara Pidana Islam berlaku pada
pembuktian langsung. Sedangkan kelebihan serta kekurangannya tergantung kepada
hakim, apakah ia mampu menggunakan persumpsion dengan arif dan bijaksana atau
tidak dalam menangani, mengadili dan menjatuhkan putusan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada semua penegak hukum hendaknya
selalu mengedepankan prinsip keadilan dalam menangani dan memutuskan suatu
perkara agar tercapai keadilan yang merata tanpa memandang perbedaan, dan
khususnya kepada hakim agar selalu memegang teguh keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dalam menangani dan mengadili serta
menjatuhkan selalu tetap pada jalur yang benar.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri,dirinya hidup
berdampingan bahkan berkelompok dan selalu mengadakan hubungan antar
sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya
yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh
Aristoteles, sebelum abad masehi bahwa manusia adalah makhluk sosial (Zoon
Politicon).!

Adalah satu keadaan yang tidak dapat dihindari tatkala hidup dalam
komunitas masyarakat yang besar bahwa kadang-kadang timbul suatu
ketegangan\ sebagai suatu akibat dari perbedaan antara pola-pola perikelakuan
masyarakat. Bahkan seringkali terjadi benturan-benturan kepentingan yang
melahirkan perselisihan atau sengketa diantara anggota masyarakat.2

Untuk menghindarkan atau meminimalisir gejala tersebut diperlukan
suatu ketentuan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Oleh sebab

itu diperlukan suatu badan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan

lHidajatul Hidajah, Peta Pemikiran Sosiologi dan Perkembangannyas, (Surabaya: Putra
Pelajar, 2003), hal. 2.

2Soejono Soekamto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. X, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), hal. 19.



kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT.

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan
Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah
diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah
menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan
sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia
adalah orang-orang yang fasik”’(Q.S: Al-Maidah: 49).”

Bahwa melalui ayat ini Allah mengulangi perintahnya untuk menctapkan
hukum sesuai dengan apa yang diturunkannya. Dan perintah pada ayat ini adalah
karena apa yang diturunkan Allah itu merupakan kemaslahatan manusia. Firman
ini menekankan kewajiban berpegang teguh terhadap apa yang diturunkan Allah
secara utuh dan tidak mengabaikannya walaupun sedikitpun.®

Pembahasan tentang masalah pembuktian dalam pengadilan, memiliki
keterkaitan dengan sebuah peribahasa " Errare Humanumm Est”, "Khilaf adalah

insanah” manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan.®

3 Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), h. 154.
* M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah V. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 116.
5 Herman Mostar, Peradilan Yang Sesat, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hal. 1.



Seorang hakim yang juga seorang manusia, mungkin tidak selalu
menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Demikian pula kekeliruan dan
keluputan ingatan para saksi, prasangka, dan anggapannya dapat mengakibatkan
hukuman dan penderitaan terhadap seorang terdakwa, bahkan kekhilafan itu bisa
menggiring seorang terdakwa ke tiang gantungan atau ke muka regu tembak.
Sebab sering kali dijumpai dan baru disadari suatu kekeliruan putusan pengadilan
datang pada saat yang terlambat ketika seorang tersangka telah terlanjur
dihukum mati tanpa salah, padahal hidup manusia hanya sekali dan tidak
terulang (Ein Malig).5

Dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 58 Allah telah berfirman yang
berbunyi:

1528 of ol 3 2385 15 i T candNT,35 of n$b T
D) Veont s DS ) oy R U 875y 8L

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamz;. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”.

Dalam ayat ini, Allah SWT. menyuruh dengan tegas untuk mewujudkan

keadilan dalam sctiap penegakan hukum dengan jalan mengumpulkan segala

6 .
Ibid, hal. 2.
7 Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Tegemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002),
h. 113.



bukti yang telah didapat dalam proses penyelesaian sebuah perkara di
Pengadilan. Pembuktian dalam perkara pidana memang sering kali memerlukan
waktu yang cukup lama dan melelahkan, hal ini disebabkan proses penyelesaian
perkara yang memang pada dasarnya harus melalui tahapan-tahapan dan
prosedur hukum yang jelas, salah satunya adalah pembuktian. Dalam tahapan ini
barang bukti dan alat-alat bukti serta bukti pendukung dalam kejadian perkara
sangat diperlukan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh bertindak sewenang-
wenang dan hanya berdasar atas keyakinan nalurinya dalam mengambil
keputusan final dan memberikan vonis pidana kepada seorang terdakwa tanpa
mempertimbangkan dan melihat alat-alat bukti yang ada.

Keharusan adanya pembuktian terkadang menjadi dilema bagi
masyarakat, karena sering kali sesuatu yang scbenarnya benar harus ditolak
hanya karena si terdakwa tidak dapat membuktii(an tentang kebenaran dirinya.
Sementara itu, sebaliknya harus dibenarkan kesaksian yang tidak dapat
dibuktikan walaupun sebenarnya adalah suatu bukti yang mengandung
kesamaran dan dipalsukan.®

Pembuktian dimuka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting
dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan
tidak lain berdasarkan atas pembuktian. Karena dengan pembuktian yang cermat

dan tepat akan memberikan gambaran yang jelas kepada hakim tentang peristiwa

8 Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 1, 2004), hal. 35.



yang terjadi, schingga hakim dapat mengkualifikasi permasalahannya yang
kemudian dapat mengkonstituir untuk menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya.”

Dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara, hakim memerlukan
suatu pembuktian untuk memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar.
Tanpa adanya pembuktian yang sah hakim tidak dapat begitu saja memutuskan
perkara yang ada, apalagi dalam hal hakim memutus perkara pidana yang
bertujuan untuk mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan
kepada alat-alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan hal ini
selaras dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan: sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.'®

Dalam perkara pidana, pada tahap pengadilan kadang pengakuan dan
keterangan terdakwa sering kali dipalsukan dan dibuat salah oleh seorang
terdakwa. Keterangan dan pengakuan tersebut bisa saja terjadi dikarenakan pada
tahap pemeriksaan seorang terdakwa mengalami beban yang berat, hal inilah

yang kadang membuat hakim keliru dalam mengambil keputusan final. Sehingga

pengadilan dalam konteks ini bisa dianggap sebagai media untuk membenarkan

® Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. VIIL. (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994), hal. 137

'® Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, KUHAP, HIR dan Komentar, (Jakarta: Gholia Indonesia,
1985), hal. 235.



orang-orang yang scharusnya salah dan menyalahkan orang-orang yang
seharusnya benar. Permasalahan inilah yang perlu dikaji ulang dalam rangka
untuk mencari kebenaran dan keadilan yang sesugguhnya.

Dalam praktek, hakim memang tugas utamanya menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara, namun demikian dalam konteks dan sistem
penegakan hukum di pengadilan-pengadilan, hakim belum mampu
menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan. Dalam sistem kondisi dan
keadaan sistem peradilan yang dibangun dengan model dan paradigma hukum
yang legalistik dan formalistik (eropa kontinental) mengarahkan hakim bukan
sebagai corong keadilan (speaker of justice) tetapi hakim hanya sekedar sebagai
corong Undang-Undang (speaker of law)."!

Keharusan pembuktian ini didasarkan atas firman Allah SWT. QS. Al-

Baqarah 2:282,

Ub‘f‘) ey 55 H o E—‘s"”w op o AT

N5 LSJ.>-Y\ LA.GJJ}lj_L__‘hLJ LA.G_:..\&IJ.,A_,U ¢ .x.‘,..J e O30 cpes
& 44 . 2 . % - Z

..... lged e | 12\.:.’1,&]\@ 2

Artinya: “...dan persaksikanlah dengan dva orang saksi dari orang-orang lelaki

diantaramu, jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) scorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika
seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah sak51-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mercka dipanggil..”

27.

' Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2004), hal.

2 Departemen Agama RI. A/-Qur’an dan Terjemabnya, h. 59.



Dalam hukum Islam banyak sekali alat bukti'> yang digunakan untuk
menyelesasikan suatu perkara. Sedangkan alat bukti yang sah menurut fugaha

ada 7 macam, yaitu:

1. Igrar (Pengakuan) () 3YY)

2. Syahadah (kesaksian) (35Lg2J1)

3. Yamin (Sumpah) (et

4. Nukul (Penolakan sumpah) (&)

5. Qasamah (bersumpah 50 orang) (iewdl)
6. Pengetahuan Hakim( ool olalf)

7. Qarinah (petunjuk) (3 ,2l)

Dalam Hukum Acara Pidana perihal alat-alat bukti tercantum dalam
pasal 184 KUHAP, yang dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang
sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi dinyatakan oleh pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

'’ Alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang
berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan
Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 148-149.



sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya.'*

2. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
menmiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.'’

3. Menurut ketentuan pasal 187 surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang
sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan
atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.'®

4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya.!’

5. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa; nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.'®

Dalam skripsi ini penekanan bahasan hanya pada Persumpsion. Menurut

Anshoruddin, dalam Hukum Acara Islam Persumpsion disebut dengan Qarinah

(petunjuk) yang berarti "Tanda yang merupakan hasil kesimpulan Hakim dalam

menangani berbagai kasus melalui ijtihad”. Sedangkan dalam hukum positif,

"* Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 233.

'3 Ibid, hal. 233.

' Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2000), hal. 285.

'” Andi Hamzah, KUHP dan K UHAP, hal. 308.

'® bid, hal. 309.



Persumpsion adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya.

Terkait dengan istilah Persumpsion yang menjadi masalah dasar dalam
menentukan obyek kajian penelitian ini adalah bahwa alat bukti dan proses
pembuktian tindak pidana pengadilan itu berada dalam wilayah yuridis formal
sehingga sah tidaknya sesuatu untuk digunakan sebagai alat bukti amat
bergantung pada ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas diperlukan pembahasan
yang lebih mendalam yang menjelaskan apakah Persumpsion itu dapat diterima
sebagai alat bukti. Tentunya dalam hal ini perlu dilihat dari berbagai perspektif
agar obyektiﬁt:;snya dapat lebih terjamin.

Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan tentang
keabsahan atau kekuatan Persumpsion dalam dua tinjauan keilmuan yaitu dalam
perspektif Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara
Islam penulis akan menyoroti pokok bahasan ini dengan menggunakan sudut
pandang beberapa ulama dalam bidang figih, yang selanjutnya penulis akan lebih
spesifik menyoroti persoalan ini melalui aturan-aturan yang tertuang dalam

Hukum Acara Pidana.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana kekuatan yuridis Persumpsion menurut Hukum Acara Pidana
Islam?
2. Bagaimana kekuatan yuridis Persumpsion menurut KUHAP?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kekuatan yuridis Persumpsion menurut

Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP?

C. Tujuan Studi
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsepsi pembuktian dalam Hukum
Acara Islam dan Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan Persumpsion ditinjau dari

Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Pidana.

D. Kegunaan Studi
Kegunaan hasil penulisan skripsi ini seiidaknya akan bermanfaat:
1. Secara teoritis: Untuk memperkaya hazanah keilmuan dilingkungan IAIN

Sunan Ampel khususnya Fakultas Syari’ah.
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2. Secara praktis: Sebagai pedoman hukum serta menjadi sebuah kontribusi
pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya buat para ahli

hukum seperti Hakim, jaksa, pengacara maupun akademisi.

E. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul skripsi ini dirumuskan pengertian yang bersifat
operasional yaitu sebagai berikut:

Kekuatan yuridis adalah daya hukum yang dimiliki oleh sesuatu sebagai
bukti dalam pengadilan.

Persumpsion adalah istilah yang digunakan oleh Ansoruddin pada alat
bukti petunjuk yang dalam kamus hukum didefinisikan sebagai Perbuatan,
kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan
yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.l9

Jadi dalam skripsi ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang
Persumpsion, sejauh mana kekuatan dan validitas yuridis bila ditinjau dari

Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Pidana.

19 Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, hal. 90.
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F. Metode Penelitian

1.

Data yang dikumpulkan
Jenis data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah data yang
tergolong penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif,? yakni kajiannya
difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah
literatur yang berstandar akademik dengan mengumpulkan data dan
informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat
diruangan perpustakaan.
Sumber data
Mengingat jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
merupakan hasil dari penelitian kepustakaan, maka sumber data yang
digunakan adalah sumber data yang berasal dari:
a. Sumber data primer” yaitu data yang terkait langsung dan mengikat
terhadap penelitian ini antara lain:
1) Al-Quran dan Hadits
2) Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
Ansoruddin.
b. Sumber data sekunder® yaitu sumber data yang memberikan penjelasan

mengenai sumber hukum primer meskipun tidak terkait secara langsung

hal. 28.

20 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Pepclitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), hal. 52.
22 Ibid, hal. 52.
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tetapi masih relevan untuk menunjang tercapainya penelitian. Sumber
data ini dapat berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi hasil
penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya yang berfungsi
sebagai rujukan dalam pembahasan dan pemecahan masalah, diantaranya:
1) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, M. Yahya
Harahap.
2) Proses Penanganan Perkara Pidana, Leden Marpaung,
3) Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Bambang Waluyo.
4) Hukum Pembuktian, R.Subekti.
5) Peradilan Dalam Is/am, M. Salam Madkur
6) Hukum Acara Peradilan Agama, Roihan Rasyid.
7) Hukum Acara Pidana Indonesia, Jur. Andi Hamzah.
3. Teknik pengﬁﬁpulan data
Mengingat sumber data penulisan skripsi ini bersifat kepustakaan,
maka teknik pengumpulan datanya bersifat kolektif,? yaitu mengumpulkan
beberapa literatur untuk dipelajari dan mencatat bagian-bagian penting yang
ada kaitannya dengan pembahasan ini, kemudian diklasifikasikan dengan
cara mengutip langsung atau tidak langsung, schingga pengolahan jenis data

demikian akan lebih memudahkan dalam melakukan proses analisis.

23 Pius A. Partanto. dkk, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 347.
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4. Teknik analisis data
Untuk memperoleh konklusi yang tepat tentunya data-data yang
didapat haruslah dianalisis, yaitu dengan menggunakan analisis sebagai
berikut:

a. Analisis Deduktif,®® yaitu analisis yang berpijak dari pengertian-
pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan
hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus mengenai Persumpsion.
Persumpsion ini dianalisis secara deduktif untuk mendapatkan detail
kriteria, sifat dan esensinya.

b. Analisis Komparatif,” yaitu untuk menganalisis beberapa data tentang
konsep  Persumpsion (petunjuk/persangkaan), kekuatan yuridis
Persumpsion, kemudian  diambil kesimpulan yang  bersifat
membandingkan, apakah ada persamaan dan perbedaan dari data yang

dihasilkan antara Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Pidana.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dan agar mempunyai alur
yang jelas serta terfokus pada pokok persoalan, maka sistematika

pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung

2 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, hal. 20.
2 Pius A. Partanto. dkk, Kamus llmiah Populer, hal. 352.
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subbab, sehingga secara generalisasi akan banyak pola keterkaitan dengan
permasalahan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang Persumpsion dalam tinjauan
hukum acara pidana Islam yang memuat uraian tentang: definisi pembuktian
dalam hukum acara Islam, jenis-jenis pembuktian, dasar hukum pembuktian dan
kewajiban pembuktian, syarat diterimanya Persumpsion dalam Hukum Acara
Islam

Bab III merupakan landasan teori tentang Persumpsion dalam tinjauan
Kitab Hukum Acara Pidana, memuat uraian tentang: definisi pembuktian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis-jenis pembuktian, dasar
hukum pembuktian, syarat diterimanya Persumpsion dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap kekuatan yuridis Persumpsion
dalam Kitab Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Islam yang terdiri dari dua
sub bab yaitu analisis kekuatan yuridis Persurnpsion dalam Hukum Acara Islam
dan Kitab Hukum Acara Pidana dan analisis tentang persamaan dan perbedaan
kekuatan yuridis Persumpsion menurut Hukum Acara Islam dan Kitab Hukum

Acara Pidana.
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Bab V merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang

berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BABII
PERSUMPSION
DALAM TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pembuktian

Dalam syari’at Islam penjelasan mengenai prinsip-prinsip tentang
pembuktian tidaklah banyak berbeda dengan yang terdapat pada perundang-
undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini. Sebab pada dasarnya
prinsip dalam perundang-undangan dalam Islam dan perundang-undangan yang
terdapat di zaman modern merupakan satu kesatuan besar yang saling berkaitan.

Sebelum melangkah pada pembahasan mengenai teori dan sistem
pembuktian dan dasar hukum pembuktian serta kewajiban pembuktian
sebelumnya penulis akan memberikan deskripsi tentang pengertian pembuktian.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti
sesuatu yang menyatakan suatu peristiwa, kata "bukti” jika mendapatkan awalan
"pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara-cara
membuktikan” sedangkan secara terminologi pembuktian berarti usaha
membuktikan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan,26

sehingga yang dimaksud “membuktikan” ialah meyakinkan seorang hakim

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995), hal. 151.

17



18

tentang kebenaran akan dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan.”’

Menurut Subekti, pembuktian ialah suatu proses bagaimana alat-alat
bukti tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan untuk meyakinkan
Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara.?®

Sedangkan Subhi Mahmasani memberikan gambaran mengenai
pengertian pembuktian yakni membuktikan suatu perkara adalah “mengajukan
alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan”. Yang
dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas
dasar penelitian dan dalil-dalil itu, karena itu hakim harus mengetahui apa yang
menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan tersebut,
sehingga kepada hakim yang memeriksa suatu perkara tersebut memperoleh
kesimpulan guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.

Membuktikan itu hanyalah terjadi dalam hal adanya perselisihan
mengenai suatu hak antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak
merasa memiliki atas hak tersebut.” Sehingga membuktikan dapat diartikan

mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa

berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.*

" R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 1.

%8 Ibid, hal. 7.

» Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. 1, 2004), hal.

3 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 139.
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Dalam pendapat lain menurut Sudikno Mertokusumo bahwa
“membuktikan” mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional,
dan yuridis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat
mutlak, berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti
lawan. Contohnya adalah berdasarkan axioma bahwa dua garis yang sejajar
tidak mungkin bersilang,

2. Pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang
bersifat nisbi atau relatif.

3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup
kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.”’

Pada dasarnya dalam satu proses pembuktian perkara yang dicari adalah
kebenaran formal, yakni kebenaran yang berdasarkan atas anggapan dari pihak
yang berperkara. Hal ini disebabkan karena yang dicari dalam hukum acara
pidana adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati yang harus diusahakan
demi tercapainya satu tujuan, sehingga tujuan pembuktian adalah untuk
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan adalah

benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hukum yang benar dan adil.*

31 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara perdata Indonesis, (Jogjakarta: Liberti, 1996), hal.
108.
32 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. .
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Dengan kata lain pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat
bukti tersebut dipergunakan, diajukan maupun dipertahankan sesuai hukum
acara yang berlaku dan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
sescorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah.
Dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa seorang terdakwalah yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana

dan dapat dijatuhi hukuman.*

B. Teori dan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam
1. Teori dan Sistem Pembuktian

Sebelum memasuki pembahasan tentang kekuatan yuridis
persumpsion dalam proses pembuktian perkara, maka kiranya dibahas
terlebih dahulu tentang jenis-jenis teori dan sistem ;;embuktian yang berlaku
atau digunakan dalam hukum acara pidana Islam.

Satu hal mendasar yang perlu diketahui bahwa hukum pembuktian
yang berlaku pada masyarakat tradisional indonesia zaman dahulu sering
digantungkan pada kekuatan Tuhan, seperti halnya zaman dahulu dikenal
tentang cara pembuktian dengan membuat asap pada guci abu Raja yang
dianggap paling adil dan bijaksana, kemana asap itu mengarah pihak itulah

yang dianggap paling benar. Sedangkan model peradilan pidana di Indonesia

*? Roihan Rasid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 151.
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yang masih dipakai saat ini adalah model yuridis yang mana ciri model ini

adalah sabagai berikut: strukturnya relatif tetap dan tertutup terhadap

bidang-bidang lain.** Dan dalam prakteknya model ini masih lazim dipakai

dalam setiap pengadilan, dengan menerapkan aturan hukum yang berlaku

terhadap kejadian obyektif dan kemudian seorang hakim akan melakukan

tugasnya dengan menggunakan cara berfikir dalam pengambilan keputusan

dengan memperhatikan bagian-bagian seperti:

a. Mayor : kejadian obyektif (kenyataan)

b. Minor: aturan hukum

¢. Konklusi: keputusan yaitu keputusan yang telah ditetapkan dan ditunjuk
oleh aturan-aturan hukum.*

Sedangkan mengenai teori-teori pembuktian yang sifatnya
kontemporer da;lam hukum acara pidana Islam tidak dijelaskan secara baku
akan tetapi dalam hukum acara pidana Islam dalam konteks hukum acara
perdata tentang bahasan mengenai proses pembuktian sering menggunakan
teori-teori yang juga dipakai oleh hukum acara pidana positif sehingga proses
pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana Islam dan hukum acara

pidana positif adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

3* Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1998), hal 9.
% Ibid, hal. 9.
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Bertitik tolak dari bahasan di atas, maka dianggap perlu untuk
diketahui bahwa umumnya pada masyarakat primitif pertumbuhan hukum
yang kemudian dipisahkan dalam hukum privat dan hukum publik dalam
dunia modern tidaklah membedakan kedua bidang hukum tersebut
sebagaimana hukum acara yang digunakan dalam hukum perdata tidaklah
terpisah dari hukum pidana baik di Indonesia maupun di dunia barat
(termasuk Belanda). Tuntutan perdata dan tuntutan pidana merupakan suatu
kesatuan termasuk lembaga—lembaganya.36 Misalnya lembaga jaksa atau
penuntut umum adalah lembaga baru tidak terdapat pada masyarakat
primitif. Negara Perancis yang biasa disebut sebagai tempat kelahiran
lembaga itu menyatakan bahwa sebenarnya istilah jaksa sendiri berasal dari
bahasa sansekerta "Adhyaksa” yang berarti sama dengan hakim pada dunia
modern sekarang ini. Di Belanda pun pada zaman dahulu dikenal istilah
Officer Van Justitie. Mula-mula dikenal istilah schout yang khusus menuntut
pidana.®” Dari sinilah sehingga aturan-aturan khususnya teori-teori yang
digunakan dalam proses pembuktian dan penyelesaian perkara pidana baik
dalam hukum acara pidana positif maupun hukum acara pidana Islam dan
juga hukum perdata merupakan suatu kesatuan dan aturan besar yang saling

berhubungan.

% Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 4.
3 Ibid, hal. 45.
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Schubungan dengan proses penilaian pembuktian pengadilan dalam
konteks hukum acara Islam dimana hakim tidak dapat bertindak bebas atau
diikat oleh undang-undang maka timbullah pertanyaan, sejauh manakah
hukum acara pidana Islam boleh mengikat hakim dalam proses pembuktian
perkara pidana dalam persidangan. Tentang hal ini terdapat tiga teori antara
lain:

a. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang
mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat
diserahkan kepadanya.® Dalam teori ini hakim dalam menjalankan
tugasnya harus sebagai seorang ahli dalam bidangnya dan selalu
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan keputusannya harus up
to date, tidak hanya terpaku hanya kepada suatu perundang-undangan
yang berlaku, ia wajib mengikuti perkembangan dan kemajuan
masyarakat.

Dalam memutus perkara, hakim tidak terikat kepada undang-
undang semata akan tetapi harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan

logika sehingga keputusan yang diberikan dapat menyentuh rasa keadilan

38 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), hal. 7.
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masyarakat pada zamannya.39 Adapun syarat seorang hakim dalam
menggunakan sistem pembuktian ini ada beberapa syarat:
1) Harus berdasarkan alat bukti yang sah.
2) Menurut keyakinan hakim.*°
b. Teori pembuktian negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan yang mengikat yang
bersifat negatif, bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan
seorang hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan
pembuktian.*!

Dalam teori ini apabila tindak pidana sudah dibuktikan dan
ternyata terdakwa terbukti melanggar hukum dan dinyatakan bersalah
maka hakim dalam memutus perkara pidana masih memerlukan
keyakinan atas tindak pidana yang sudah terbukt~i dan yang dinyatakan
salah itu.

Bahwa hakim sebelum menjalankan tugasnya telah mengangkat
sumpah terlebih dahulu, diharapkan tidak akan terpengaruhi dari luar

keyakinannya sedangkan dalam batinnya para hakim wajib menggali,

% Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal.
134.

“© Andi Thahir Hamid, Hukum Acara Pidana Umum Dan Hukum Acara Pidana Khusus,
(Surabaya: CV. Al-Ikhsan, 1993), hal. 130.

! Bambang Waluyo, hal. 7.
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mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.*?
Teori pembuktian positif

Teori ini didasarkan pada kemurnian undang-undang atau aturan-
aturan, artinya seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara bisa
berdasarkan undang-undang yang berarti tugas hakim hanya sebagai
pelaksana biasa.®®

Dalam praktek, hakim memang tugas utamanya menerima,
memeriksa, mengadili dan memutus perkara, namun demikian dalam
konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan-pengadilan, hakim
belum mampu menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan. Dalam
sistem kondisi dan keadaan sistem peradilan yang dibangun dengan
model dan pe;radigma hukum yang legalistik dan formalistik (eropa
kontinental) mengarahkan hakim bukan sebagai corong keadilan (speaker
of justice) tetapi hakim hanya sekedar sebagai corong Undang-Undang
(speaker of law).**

Dalam ajaran teori pembuktian ini memberi kesempatan bagi
orang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya dia melakukan

kejahatan tapi karena tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindak

132.

28.

*2 Ibid, hal. 7.
* Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal.

* Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidans, (Malang: UMM Press, 2004), hal.
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pidana, maka dia lepas dari tuntutan pidana disamping adanya larangan
teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim.
2. Asas-asas pembuktian
Sedangkan terkait dengan teori-teori dan sistem pembuktian dalam

hukum acara pidana Islam dan mengingat asas atau prinsip-prinsip dalam
pembuktian agar hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan dan
keputusannya memenuhi tuntutan pengadilan maka hakim wajib:
a. Mengetahui hakikat dakwaan atau gugatan

b. Mengetahui hukum-hukum Allah yang terdapat dalam perkara tersebut.*

C. Dasar Hukum dan Kewajiban Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam
Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan persidangan
pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan atau pelanggaran hak yang
dilakukan oleh seseorang, karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang
dirugikan haknya tidak dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya
melalui jalan perdamaian secara pribadi, maka sesuai dengan prinsip negara
hukum, maka cara penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui saluran

hukum yaitu melalui institusi yang bernama pengadilan.’® Mengenai dasar

* M. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 92.
*® Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif;
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004), hal. 32.
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hukum mengenai kewajiban dan adanya perintah pembuktian terdapat pada Q.S.

Al-Baqarah (282) yang berbunyi:

UL"J")J"JsUd"JL’jg)VJUU ;"'%“"Ju“’d‘**v“‘ ‘)AW
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Artinya: “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
diantaramu, jika tidak ada dva orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika
seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.. ". 47

Maka dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang
mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu

membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mampu mendukungnya.
Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan
kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala
urusan itu diambil dari yang lahimya maka wajib atas orang yang
mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk membuktikan kebenaran

gugatannya. Hal tersebut sebagaimana kaidah kulliyyah yang menyatakan

sebagai berikut:

4 Departemen Agama RI. A/-Qur’an dan Tejemalinya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), h. 59.
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JoV e credly allall O LY ad)

Artinya: "Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan
dhahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan-keadaan asalnya. 8

Kaidah ini didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi

ade oall o onedly Lol e sl
Artinya: "Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat. "*

Hadis tersebut di atas digunakan sebagai dasar hukum pembebanan
pembuktian artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya
itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan
jawaban atas gugatannya akan dikenakan sumpah.”® Ketentuan ini digunakan
untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi
seseorang,

Sebagai usaha untuk mengetahui benar atau tida!mya seseorang yang
sedang berperkara dalam pengadilan dengan mengedepankan segala aspek
terutama perihal alat-alat bukti. Maka dalam hal ini perlu adanya pembahasan
mengenai alat-alat bukti dalam hukum acara pidana Islam.

Beberapa pendapat mengenai alat bukti antara lain:

8 Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif hal.
42.

** Bukhori, Shohih Bukhon, (Beirut: Dar al-Fikr, ), hal. 116.

50 Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan  Hukum Positif hal
43.
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Menurut Samir ’Aliyah, alat-alal bukli ada 8 dengan urutan sebagai
berikut:'
1. Pengakuan
2. Saksi

3. Sumpah

>

Penolakan sumpah

b

Qarinah

6. Qasamah

7. Qiyafah

8. Qur’ah.

Menurut Sayyid Sabiq, alat-alat bukti itu ada 4 dengan urutan sebagai

berikut:**

1. Pengakuan

2. Saksi

3. Sumpah

4, Surat Resmi

°! Ibid, hal. 57.
52 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 3, cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1t) hal. 328.
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Sedangkan di bawah ini disebutkan alat-alat bukti yang sah yang dipakai
dalam hukum acara pidana Islam:
1. Pengakuan
Pengakuan dalam arti bahasa dapat dikatakan sebagai penetapan,
sedangkan pengakuan dalam syara’ adalah suatu pernyataan yang
menceritakan kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. Berikut dasar
hukum mengenai pengakuan yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa’

135:

-

T B S LT8G e mfms - & S kg ot
525 3 Lag ol s Lo 5 e = S5 o) e 3NT5 el
s

z . ol s o GwE T 2 LE._ - g s’ E_ 2+
s 03233 L 06T 08 1, 38511555 o3 1,003 of 5

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, Jika ia
Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya,
Maka janganiah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah
adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”>’

131.

53 Departemen Agama RI. A/Qur’sn dan T ejemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), h.
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Sedangkan pengakuan yang didasarkan pada kaidah kulliyyah
berbunyi:*

8 ol B> ) 3V g Gdaze Ao d )

Dalam hal pengakuan, para fugaha memberikan istilah yakni

“mengabarkan suatu hak orang lain”*® Sedangkan menurut Salam Madkur

adalah “mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu

sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan”.*®

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam alat bukti pengakuan:

a. Orang yang berakal schat tidak akan melakukan kebohongan yang
akibatnya akan merugikan dirinya, karena itu pengakuan lebih kuat
daripada persaksian dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua
jenis tindak pidana.

b. Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang
jelas, terperinci dan pasti sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali
dalam perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa) pengakuan harus

timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan).

* Mukhlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999), hal. 57.

53 Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004), hal. 93.

*¢ Salam Madkur, Peradilan Dalam Isiam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 100.
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2. Persaksian

Persaksian menurut syara’ adalah pemberitaan yang pasti yaitu
ucapan yang keluar yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah
tersebar.’’ Persaksian merupakan pemberitahuan (pernyataan) yang benar
untuk membuktikan suatu kebenaran dengan sumpah di depan pengadilan.

Sedangkan dasar hukum mengenai persaksian itu sesuai dengan

firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) 106 yang berbunyi:
’:I“‘ . ,9,94,},,£/// f’},,},/{g},//.‘d/‘qf,
ol.,u‘ W)JIC”'.?-Q)J| rg.\p-l_f\a} l:}}‘,iﬁ.gs.u‘,:u b.u\; C)f-:‘d‘ Ln\T_;”

2 ,,f.’ .,EZ‘ _,:,/./ ,’.i’—'. ',’,.’ - Nt ’.,E,’ - 3 ,f
PEZ D I 2

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi  kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di

antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,

Jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya

kematian...">¢

Dan QS. An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

-

R I e R R I I SRR T
e ,)_5)4_/1?.& slGs ft’_ul:g Fu] A - u;dmo.“ U9 2 C)’-r\“)

_ s o0 48 ’siza//’i%’/fa ’.),-:: ////,"/
@QMM r.mé/lzl‘)‘j Fos! RS (,l ‘_91,._0_: Y} N\
Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,
Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

57 Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif;

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004), hal. 73.

166.

5 Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemalnys, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), hal.
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dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-
lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”. 39

Ketentuan-ketentuan yang terdapat alat bukti persaksian:

a. Tindak pidana yang hukumannya maliyah (i) dapat dibuktikan dengan
seorang saksi tanpa diperkuat dengan sumpah, apabila Hakim
mempercayai dan meyakini keterangan yang disampaikan saksi tersebut.
Dan apabila hakim tidak meyakini keterangan saksi karena
keterangannya meragukan maka hakim dapat menolaknya.

b. Pada dasarnya kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya
keyakinan hakim.

Qasamah

Ialah sumpah yang disumpahkan kepada wali orang yang terbunuh
apabila mereka mengztahui darah atau dituntut darahnya. Menurut imam al-

Haramain al-Qasamah menurut ahli bahasa adalah nama lain bagi orang-

orang yang bersumpah, sedangkan menurut kamus adalah sekelompok orang

yang bersumpah atas sesuatu dan mengambilnya atau menyclcsaikannya.60

Berikut ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana Islam:

1) Qasamah merupakan cara pembuktian yang dilakukan untuk tindak
pidana pembunuhan, (apabila pelakunya diketahui tetapi tidak ada bukti

yang kuat yang menyatakan bahwa dia yang membunuh korban).

% Ibid, hal. 488.
60 Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 13.
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2) Qasamah dilakukan oleh wali (keluarga si terbunuh) untuk membuktikan
pembunuhan oleh tersangka atau dilakukan oleh tersangka untuk
membuktikan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan.

4. Qarinah
Secara bahasa artinya istri atau hubungan atau pertalian. Sedangkan
menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau
pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberi
petunjuk.®! Dapat juga diambil dari kata muqgaranah yang berarti musahabah

(petunjuk).* Sedangkan secara istilah Qarinah dapat diartikan dengan:

slgz-ly Wl g1 g (5 5ol &6y o el Lo ny L:sJ\ asy!

Artinya: "Tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam

menangani berbagai kasus melalui ijtihad’.
Tanda-tanda tersebut dapat menimbulkan keyakinan. Qarimah itu
terbagi dua yaitu:

1) Qarinah Qanuniysh yaitu Qarinah yang ditentukan undang-undang
seperti contoh bahwa Amr bin Mas’ud menjatuhkan hukum had kepada
seorang yang dari mulutnya keluar bau bekas minum khamar.®*

2) Qarinah Qadaiyah yaitu Qarinah yang merupakan kesimpulan hakim

setelah memeriksa perkara seperti contoh kalau ada dan dapat dibuktikan

¢! Raihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, hal. 174.

62 Ansoruddin, Hukum Pembuktian Mepurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004), hal. 88.

% Salam Madkur, Hukum Acara Peradilan Agama, hal. 173.
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seorang lelaki muda dan secorang perempuan muda dituduh berzina,
sedangkan keduanya terbukti telah menginap dalam satu kamar di hotel
dengan satu tempat tidur maka dengan persangkaan hakim dianggaplah
terbukti keduanya telah melakukan zina.
Ulama-ulama Hanafiyah banyak mempergunakan bukti garinah ini.
Dan bukti-bukti ini didasarkan kepada pertimbangan hakim, kenyataan yang
terjadi, serta ’urf masyarakat. Sedangkan Teungku Hasbi as-Shiddigieqi
dalam bukunya menyatakan bahwa garinali- garinah ini terbagi menjadi dua:
1) Qarinah- qarinah ’urfiyah. Qarinah-garinah ini ditakrifkan sebagai
berikut:
By e b Aadl ) By e Andly r (BB L it S
Artinya: ”Kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari sesuatu
peristiwa yang terkenal (ma’ruf) untuk suatu peristiwa yang
tidak terkenal”®
2) Qarinah- qarinah syar’iyah (qanuniyah), yaitu:
.a;,)uﬁ;ml,l 45 g me w\}w@w\ LG"'J"""‘“'—’CS” ’_-;\J.EJ\
Artinya: " Qarinah- qarinah yang dikeluarkan (ditanggapi syara’) dari

peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal. o

% Teungku M. Hasbi As-Siddiqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1997), hal. 158.
8 Ibid, hal. 159.
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D. Syarat Diterimanya Persumpsion Dalam Hukum Acara Pidana Islam

Pemakaian garinah sebagai alat bukti adalah merupakan hal yang masih
diperselisihksn oleh Fugaha’, sebagaimana bahwasanya undang-undang yang
khusus menyangkut Mahkamah Syar’iyah tidak menganggap garinah sebagai
alat bukti yang dapat dijadikan dasar putusan, kecuali dalam Undang-Undang
No. 78 Tahun 1931, dan sungguh undang-undang tersebut dengan anggapannya
tentang garinah sebagai alat bukti, telah dapat melindungi banyak hak-hak dan
menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan.

Inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan
hukuman had dan menyia-nyiakan hak-hak serta membuat penyeleweng-
penyeleweng semakin berani menimbulkan kerusakan, dan merecka menjadikan
syari’at Islam semakin sempit ruang lingkupnya, dan menutup diri mereka dari
jalan-jalan yang yang benar untuk menyingkap kebenaran dan Ir;elaksanakannya,
dan di lain pihak ada orang-orang yang melampaui batas sehingga berakibat
keluar dari garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah dan rasul-Nya,
padahal Allah SWT. mengutus utusan-utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab,
adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah nampak adanya tanda-
tanda keadilan itu dengan jalan yang apapun yang diperintahkan oleh-Nya,
sedang Allah SWT. telah menjelaskan di dalam syari’at yang diturunkan-Nya
tentang jalan-jalan yang dimaksudkannya demi tegaknya keadilan di tengah-

tengah kehidupan manusia.
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Banyak contoh-contoh yang menunjukkan, bahwa islam menganggap
qarinah sebagai alat bukti, dan bahwa Rasulullah SAW. Menganggap dan
menggunakan garinah sebagai dasar putusannya, dan Rasulullah SAW. pernah
menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena
tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh.

Dan Amirul Mukminin beserta sahabat yang bersamanya pernah
menjatuhkan hukuman had atas wanita yang nampak hamil sedangkan ia tidak
bersuami dan tidak bertuan. Seperti yang dilakukan Ibnul Qayyim, bahwa
qarinah sebagai alat bukti adalah sama dengan kedudukan saksi.

Inilah satu kenyataan kedudukan garinah dalam figih Islami. Selain alat-
alat bukti yang sudah diterangkan, ada satu alat pembuktian lagi, yaitu garinah
qathi’ah  (qarinah yang meyakinkan). A/-Majalah Al-Adliyah seperti yang
dikutip oleh Teungku M. i—Iasbi As-Siddiqi mempergunakan garinah sebagai
bukti. Bahkan dia menta’rifkan garinah dengan:®

o) d- a5 LYl

Dan selalulah hakim-hakim yang cerdas dan penguasa-penguasa
pemerintahan dapat membebaskan hak-hak yang terampas dengan
memperhatikan qarinah-garinah dan tanda-tanda, apabila garipah dan tanda-

tanda itu jelas adanya maka mereka tidak lagi meminta bukti kesaksian dan juga

% Teungku M. Hasbi As-Siddiqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1997), hal. 157.
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tidak diminta suatu pengakuan sehingga barulah garinah bisa dijadikan sebagai

dasar untuk menjatuhkan putusan.”’

%7 Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 123.



BAB III
PERSUMPSION

DALAM TINJAUAN KITAB HUKUM ACARA PIDANA

A. Definisi Pembuktian

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dapat tercapai
kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif yang
didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu
benar.*®

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang
di dakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal
inipun hak asasi dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang
didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan
alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah
maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.*°

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang
terscdia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti sepeti kesaksian

menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang

% Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekustan Pembuktian di Dalam Proses Pidana,

(Jogjakarta: Liberty, 1988), hal. 37.
% Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indopesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 249.

39
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mempunyai sifat pelupa bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa
yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.”

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.
Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang
tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa, terdakwa
dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat
dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP,
terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.”

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut
dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang
berlaku.” Sedangkan menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang éara-cara yang
dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam bidang
pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang yang boleh

dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

70 Ibid, hal. 250.

"' Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dsn Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2000), hal. 252.

™ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), hal. 3.
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Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan

kesalahan terdakwa.”

Berkaitan dengan hal di atas dalam perkara pidana dikenal istilah barang
bukti. Menurut Subekti “bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran
suatu dalil atau pendirian”. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian,
adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu
pihak dimuka pengadilan.

Dari segi hukum acara pidana tentu saja banyak pendapat tentang arti
pembuktian. Disini, dikemukakan salah satu pendapat ahli hukum yang sekaligus
praktisi yakni M. Yahya Harahap dalam garis besarnya dikemukakan tentang arti
pembuktian, antara lain:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan
mempertahankan kebena;an, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau
penaschat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan
penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.

2. Majelis hakim dalam mencari dan menegakkan kebenaran yang akan
dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah
ditentukan undang-undang secara /limitatif sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 184 KUHAP.™

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Pencrapan KUHAP, hal. 252.
Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia, hal. 5.
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Yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-
undang secara /imitatif berdasar pasal 184 KUHAP tersebut ialah bahwasanya
alat-alat bukti yang sah yang dimaksud meliputi keterangan saksi, keterangan

ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

. Sistem Pembuktian

Di dalam KUHAP cukup jelas dinyatakan tentang jenis-jenis sistem
pembuktian yang mana terbagi menjadi 4 macam yang diuraikan sebagai berikut:
1. Conviction in time (pembuktian berdasarkan keyakinan hakim)

System pembuktian Conviction in time semata-mata ditentukan oleh
penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan
keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan
menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.””

Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang
diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat
bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan
atau pengakuan terdakwa.”

Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar,

sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penaschat hukumnya

sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana

5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesis, hal. 248.
76 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalaban dan Penerapan KUHAP, hal. 256.
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terdakwa berdasar keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang
didakwakan.

Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim walaupun hakim
secara logika mempunyai alasan-alasan tetapi hakim tersebut tidak
diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut.”’

Conviction Raisonee

Sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang
peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi
dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi dalam arti
keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim
wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari
keyakinannya atas kesalahan terdakwa.”® Menurut Andi Hamzah sistem atau
teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas
untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.”

Menurut Undang-Undang secara positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan
pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut
keyakinan hakim. Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut ambil

bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada

30.

77 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalaban dan Penerapan KUHAP, hal. 256.
" Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesig, hal. 253.
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prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan. Untuk
membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada
alat-alat bukti yang sah asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan
pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup menentukan
kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.®

Menurut Andi Hamzah dikatakan secara positif karena hanya
didasarkan pada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu
perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang
maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.®
. Menurut undang-undang secara negatif

Sistem ini merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian
menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan
hakim. Untuk mentukan salah atau tidaknya terdakwa menur\ut sistem ini
terdapat 2 komponen:
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti

yang sah menurut undang-undang.

b. Dan keyakinan hakim yang ada harus didasarkan atas cara dan dengan

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

% yahya Harahap, Pembahasan Permssalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 257.
8! Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 257.
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Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur obyektif dan
subyektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.®?

HIR maupun KUHAP semuanya menganut sistem atau teori
pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dapat
disimpulkan dari penjelasan pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai
berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.®

Dasar Hukum dan Kewajiban Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan persidangan
pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan atau pelanggaran hak yang
dilakukan oleh seseorang, karéna antara pihak yang melanggar dan pihak yang
dirugikan haknya tidak dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya
melalui jalan perdamaian secara pribadi, maka sesuai dengan prinsip negara
hukum maka cara penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum
yakni melalui institusi yang bernama pengadilan.® Mengenai dasar hukum
tentang kewajiban dan adanya perintah pembuktian terdapat pada QS. Al-

Baqarah 282 yang berbunyi:

32.

82 yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 258.
8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesis, hal. 254.
8 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif hal.
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Artinya: “...dan persaksikan/ah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
diantaramu, jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya
Jika sescorang lupa maka scorang lagi mengingatkannya. Janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil. "%

Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan
kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala
urusan itu diambil dari yang lahirnya. Maka wajib atas orang yang
mengemukakan gugatannya atas sesuatu yang lahir untuk membuktikan
kebenaran gugatannya. Hal tersebut sebagaimana kaidah kulliyah yang
menyatakan sebagai berikut:

oV ey cradly allall O LY a)

Artinya: " Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dhahir

dan sumpah unt uk menetapkan keadaan asalnya”®

Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

ade i e cnadly S e a )

Artinya: "Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat”.¥’

42.

* Departemen Agama RI. A/-Qur'an dan Terjemahnys, h. 59.
86 Ansoruddin, Hukvm Pembuktian Mepurut Hukum Acara [slam Dan Hukum Positif hal.

%" Asmuni Abdurrahman, Kaidah-Kaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 57.
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Hadis tersebut di atas digunakan sebagai dasar hukum pembebanan
pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya
itu benar dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan
jawaban atas gugatannya akan dikenakan sumpah.88 Ketentuan itu digunakan
untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi

seseorang,.

. Syarat Diterimanya Persumpsion dalam Hukum Acara Pidana

Di dalam praktek peradilan, sering kali terdapat kesulitan dalam
menerapkan alat bukti Persumpsion (petunjuk) secara konkrit. Kekurang hati-
hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang
pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar, akibat putusan itu lebih
dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang karena putusan
tersebut didominasi oleh nilai yang subyektif yang berlebihan. Untuk
menghindari dominasi subyektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat
undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim supaya penerapan dan

penilaian alat bukti Persumpsion (petunjuk) dilakukan hakim:

43.

88 Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif] hal.
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Alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan
terdakwa. Atau dengan kata lain alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak
mempergunakannya apabila pembuktian dengan alat bukti yang lain belum
mencapai batas minimum pembuktian.

Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti Persumpsion (petunjuk)
baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak
mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat
keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti Persumpsion

(petunjuk) diperlukan.”

°! Ibid, hal. 246.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP KEKUATAN YURIDIS PERSUMPSION
DALAM KITAB HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA

PIDANA ISLAM

A. Analisis Kekuatan Hukum Persumpsion Dalam Kitab Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Pidana Islam
1. Kekuatan hukum persumpsion dalam hukum acara pidana Islam
Di dalam lingkaran hidup bersama yang kita namakan masyarakat,
manusia hidup berdamping-dampingan. Setiap orang mempunyai cita-cita,
keinginan, kebutuhan, alam pikiran dan daya usaha, pendek kata mempunyai
kompleks kepentingan-kepentingan hidup. Guna menyelamatkan dan
melindungi berbagai kepentingan yang bermacam ragam itu dan memelihara
keselarasan hidup di dalam masyarakat timbullah rupa-rupa ketentuan dan
peraturan yang menjadi pegangan bagi kehidupan masyarakat. Ketentuan-
ketentuan dan peraturan itu berisi petunjuk-petunjuk bagaimana orang harus
berbuat, apa yang diwajibkan dan apa yang tidak diperbolchkan agar
terpelihara suatu susunan hidup di dalam masyarakat yang harmonis, dimana
kepentingan-kepentingan yang bermacam ragam itu satu dengan yang lain

dapat disesuaikan setidak-tidaknya dapat dijaga atau dihindarkan dari

50
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pertentangan-pertentangan yang dapat mengganggu keselarasan hidup di
dalam masyarakat dengan mengadakan saluran-saluran tertentu guna
penyelesaiannya.®?

Sifat hubungan antara manusia dengan lingkungan masyarakat pada
umumnya adalah timbal balik, artinya orang seorang itu sebagai anggota
masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat
maupun terhadap pemerintah dan negara. Beberapa hak dan kewajiban
penting ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai hak dan kewajiban asasi.
Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban ini dengan bebas dari rasa
takut perlu adanya jaminan,dan yang mampu memberikan ini adalah
pemerintah yang kuat dan berwibawa. Didalam susunan negara modern, hak-
hak dan kewajiban asasi manusia itu dilindungi oleh Undang-Undang dan
menjadi hukum positif. Undang-Undang tersebut berlaku sama pada setiap
orang tanpa kecuali, dalam arti semua orang mempunyai kesamaan derajat
dimata hukum.”

Dalam hukum acara pidana Islam Persumpsion bisa dijadikan sebagai
alat bukti akan tetapi harus didasari oleh tanda-tanda yang merupakan hasil
kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad, tanda-
tanda tersebut haruslah dapat menimbulkan keyakinan. Qarinah-garinah itu

terbagi menjadi dua yaitu:

ZR. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidans, (Jogjakarta: UNPAD, 1994), hal. 10.
% Abu Ahmadi, /lmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 206-207.
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a. Qarinah Qanuniyah
Yakni garinah yang ditentukan oleh undang-undang

b. Qarinah Qadaiyah
Yakni garinah yang merupakan kesimpulan hakim setelah memeriksa
perkara.

Meskipun garinah merupakan alat bukti namun tidak semua garinah
dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kriteria garinah yang dapat digunakan
sebagai alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan serta tidak akan dibantah
lagi oleh manusia normal. Qarinah yang demikian merupakan gqarinah
wadihah atau qarinah qgathi’ah yang dapat dijadikan dasar pemutus hukum
walau hanya atas satu garinah wadihah saja.

Contoh konkrit mengenai garinah wadihah adalah sebagai berikut:

a. Kasus Nabi Yusuf dan Zulaikhah yang terdapat dalam QS. Yué.uf ayat 26
dan 27 sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya zulaikhah
menuduh Yusuf a.s. dan mengusulkan kepada suaminya agar dia dijatuhi
hukuman yang berat. Ketika pertama kali mereka ditemukan oleh suami
dari Zulaikhah namun Yusuf tidak menuduh atau menjelekkan Zulaikhah
demi menghormati suaminya. Akan tetapi setelah Yusuf dituduh maka
barulah ia membela diri seraya berkata tanpa berteriak bahwa dia tidak
pernah bermaksud buruk kepada Zulaikhah. Dalam kebingungannya itu

tampillah saksi dari keluarga Zulaikhah yang memberi kesaksian, dia
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berkata: jika melihat bajunya koyak dimuka maka wanita itu telah
berkata benar bahwasanya Yusuf mempunyai niat jelek kepadanya.

Kapan benarnya ucapan seseorang belum tentu membuktikan kesalahan,
maka segera saksi itu meneruskan “dan jika demikian itu halnya maka
Yusuf berbohong bahkan ia termasuk kelompok para pendusta”. Karena
sobeknya baju dari depan itu menunjukkan bahwa Yusuf berhadapan
untuk melecehkan wanita itu tetapi Zulaikhah menolak sehingga merobek
bajunya. Namun apabila sobeknya baju itu dari belakang maka Yusuf
adalah termasuk orang yang benar karena Yusuf lari menghindar dari
kejaran Siti Zulaikhah dari keterangan di atas dapatlah disimpulkan
bahwasanya terdapat garinah yang menyatakan bahwasanya memang
Yusuflah yang benar sehingga keputusan hukum dapat dijatuhkan.

. Nabi Muhammad pernah mc;nggunakan qarinah yaitu memberikan barang
hilang yang diketemukan kepada orang yang dapat menycbutkan sifat-
sifat pokok dari barangnya itu.

Dalam hukum acara pidana Islam yang dikedepankan adalah asas
keadilan yang mana asas ini merupakan asas yang penting dan mencakup
semua asas dalam bidang hukum Islam.

Menurut pendapat penulis bahwasanya garinah itu tetap dijadikan
sebagai bukti dan bisa dijadikan alat pembuktian yang langsung jika tidak

ada lagi bukti yang lain.



54

Tidak ragu lagi bahwa seorang hakim diperbolehkan memutuskan
semua perkara hukum berdasarkan pengetahuan atau penglihatannya
karena kesaksian dua orang saksi itu telah sampai ketingkat pengetahuan
yang betul-betul diperoleh dari kesaksiannya itu. Imam Bukhari
menyatakan: bab “orang yang berpendapat bahwa seorang hakim boleh
memutuskan perkara hukum berdasarkan pengetahuan tentang urusan
hukum. Jika dia tidak kuatir keputusannya itu sekedar sangkaan dan
tuduhan karena Nabi bersabda kepada Hindun.

gl By LS, b sl

Artinya: “Ambillah olchmu apa yang kiranya cukup bagimu dan bagi
anakmu (dari harta Abu Sufyan) dengan cara yang baik’>*

2. Kekuatan hukum persumpsion dalam hukum acara pidana

Seiring dengan kemajuan budaya dan IPTEK, perilaku manusia di
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan
bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum
tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada
perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai
dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap
perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan

permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

% Nailul Authar, Terjemah, (Surabaya; Bina Iimu, 1993), hal. 320.
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Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan
terganggunya  ketertiban dan  ketentraman  kehidupan  manusia.
Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu
pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan
manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap
manusia, masyarakat bahkan negara.Kenyataan telah membuktikan bahwa
kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara
tuntas.”

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan
instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (Zaw
Enforcement). Melalui instrumen penegakan hukum diupayakan perilaku
yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif.
Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan kemudian penjatuhan pidana
bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana
merupakan tindakan yang represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata
sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian
bimbingan dan pengayoman.”®

Sehingga dengan demikian, hal yang terpenting di dalam penerapan

dan pcnegakan hukum adalah bukan karcna ncgara atau penguasa mampu

% Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 47.
% Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalsm Peradilan Di Indonesia, hal. 2-3.
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melaksanakan dengan kekuasaannya agar suatu peraturan dapat berjalan
efektif tetapi adalah peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan dan
membuat pihak yang lemah menjadi tenteram dan tertib.”’

Sehubungan dengan adanya peristiwa pidana, maka seorang hakim
tidak boleh serta merta menjatuhkan vonis yang kemudian menjatuhkan
sanksi pidana yang hanya didasarkan atas penilaian subyektifnya saja.
Perbuatan manusia itu barulah dikatakan peristiwa pidana apabila mencukupi
segala syarat yang dimuat dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan.
Meskipun sesuatu perbuatan pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan
hukum, akan tetapi jikalau tidak memenuhi segala syarat yang diperlukan,
maka perbuatan itu belum tentu dapat dipandang sebagai perstiwa pidana.
Sedangkan syarat yang dijadikan pedoman untuk menyatakan bahwa suatu
peristiwa bisa dinyatakan sebagai peristiwa pidana adalah sebagai ber..ikut:

a. Harus ada perbuatan manusia

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam
ketentuan hukum.

c. Perbuatan itu harus melawan hukum

d. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya di dalam

undang-undang,

%7 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, hal. 6.
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Menurut hukum tertulis yang berlaku di indonesia pada umumnya
yang dijadikan subyek dari hukum pidana adalah manusia. Meskipun
demikian di dalam suatu persidangan seorang hakim tidaklah diperkenankan
untuk memberikan putusan pada seseorang tanpa didasarkan atas bukti-bukti
yang ada meskipun orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak
pidana dan putusan yang diberikanpun harus didasarkan pada kekuasaan
berlakunya undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Kekuasaan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia dapat
dipandang dari dua sudut:

a. Yang bersifat negatif, yakni berlakunya undang-undang pidana
berhubungan dengan waktu. Undang-undang pidana itu tidak berkuasa
(berlaku) terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan sebelum undang-
undang pidana itu diadakan. .iadi suatu undang-undang pidana itu hanya
berlaku untuk masa depannya (datang) dan tidak dapat diberlakukan
terhadap perbuatan sebelum diadakannya undang-undang pidana itu.

Pendirian itu dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1| KUHP
yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas
kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan scbelum

perbuatan itu terjadi”.
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Hal itu berarti bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman
jika perbuatannya itu telah ada atau telah disebut di dalam KUHP.*® Dari
penjelasan pasal 1 ayat | ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1) Hukum pidana itu mencegah adanya penjatuhan hukuman secara
sewenang-wenang oleh pengadilan (hakim).
2) Dapat dicapai kepastian hukum.
3) Hukum pidana itu bersumber pada hukum tertulis.
b. Yang bersifat aktif, yakni berlakunya undang-undang pidana berhubung
dengan tempat.

Berangkat dari hal tersebut di atas maka dalam proses
persidangan harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dengan
demikian terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu proses pembuktian. Di
dalam KUHAP disebutkan bahwasanya proses pembuktian itu tidaklah
lepas dari yang namanya alat-alat bukti. Penjelasan tentang alat-alat
bukti sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP pasal 183 adalah
sebagai berikut:”’

1) Keterangan saksi
2) Keterangan ahli
3) Surat

4) Petunjuk

°® Cst. Kansil, Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 28-29
» Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 264-265.
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5) Keterangan terdakwa

Berkenaan dengan alat bukti di atas khususnya alat bukti petunjuk
memang agak sulit untuk menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk
secara konkrit, bahkan dalam pengadilan pun sering kali mengalami
kesulitan untuk menerapkannya. Kekurang hati-hatian
mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang
pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar akibatnya putusan itu
lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang,
karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subyektif yang
berlebihan.

Kembali kepada pokok permasalahan. Apa arti dan bagaimana
definisi yang tepat tentang alat bukti petunjuk? Sekalipun sulit
merumuskan definisinya secara sederhana, dapat menguraikannya bertitik
tolak dari bunyi pasal 188 ayat (1). “petunjuk adalah perbuatan maupun
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak
pidana dan siapa pelakunya”.

Rumusan pasal itu, agak sulit ditangkap dengan mantap.
Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah
beberapa kata di dalamnya. Dengan “isyarat” yang dapat ditarik dari
suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai

“persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu
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pula, sekita jam lima sore menembakkan senapannya satu kali yang
ditujukan kepada seekor rusa, tetapi membantah dia yang membunuh B.
Kemudian menurut keterangan ahli kedokteran kehakiman, saat kematian
B diperkirakan pula tanggal 30 Januari sekitar jam lima sore. Kematian
itu akibat luka tembak di kepala lantas menurut keterangan ahli balistik,
luka tembak di kepala B sesuai dengan peluru yang ditembakkan A dari
senapannya.

Dalam contoh di atas kita lihat beberapa persesuaian antara
perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa pidana yang
terjadi. Antara lain adanya persesuaian antara perbuatan A dengan
peristiwa pidana yang terjadi, yaitu peristiwa pidana yang mengakibatkan
hilangnya nyawa B karena akibat luka tembak dikepala yang dilakukan
A. Perbuatan penembakan mz;na diakui A sekalipun bukan ditujukan
kepala B tapi ditujukan untuk menembak rusa. Juga terdapat persesuaian
beberapa kejadian dan keadaan berdasar keterangan istri B dan saksi X.
Istri B menerangkan ia meninggalkan suaminya disekitar tempat kejadian
kira-kira jam setelah lima sore. Ia meninggalkan suaminya di tempat itu
sedang mengambil kayu api. Persesuaian kejadian dan keadaan antara
perbuatan, maupun dengan keadaan ialah keterangan X yang melihat A
sedang berada di sekitar tempat kejadian sedang menyandang senapan

dan tiada beberapa lama ia mendengar bunyi letusan sebanyak satu kali.
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Tapi X tidak menghiraukan hal itu karena telah mengenal A sebagai
pemburu. Kalau diteliti contoh di atas, jelas tampak beberapa isyarat
yang memperlihatkan adanya persesuaian perbuatan dengan kejadian atau
persesuaian keadaan antara yang satu dengan yang lain. Maupun
persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Persesuaian pertama dapat
dilihat antara perbuatan A dengan peristiwa pidana hilangnya nyawa B.
Perbuatan itu ialah tembakan yang dilakukan A. Kemudian persesuaian
antara perbuatan dengan kejadian dan perbuatan, yakni kejadian terjadi
sekita jam lima sore sesuai dengan penembakan yang dilakukan A pada
sekitar jam lima sore dan istri B berpisah dengan suaminya ditempat
kejadian sekitar jam setengah lima. Hal ini sesuai pula dengan keterangan
saksi X melihat A disekitar tempat itu jam lima sore menyandang
senapan, dan tiada berapa lama kemudian mendengar bunyi letusan satu
kali. Kejadian, keadaan atau perbuatan tersebut bersesuaian pula dengan
keterangan A sendiri, pada tanggal dan jam yang disebutkan benar berada
di sekitar tempat terjadinya peristiwa pidana. Ia berada di sana untuk
berburu rusa dan pada saal melihat rusa ia melepaskan tembakan satu
kali. Dalam contoh ini jelas dilihat terdapat beberapa persesuaian antara
kejadian dengan perbuatan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi.
Semua persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang “mewujudkan suatu

kerangka yang utuh "tentang peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal
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30 Januari 1984, sekitar jam lima sore yang pelakunya tiada lain daripada
si A, karena kealpaannya telah mengakibatkan hilangnya nyawa B.

Penulis beranggapan bahwa contoh yang dikemukakan tadi agak
mudah untuk menemukan dan mengkonstruksi persesuaian antara
perbuatan, kejadian, atau keadaan maupun dengan peristiwa itu sendiri.
Tentu dalam kenyataan tidak semudah itu membangun suatu persesuaian
di antara unsur-unsur tersebut. Namun demikian, dari contoh itu dapat
membantu kita memahami pengertian dan cara penerapan alat bukti
petunjuk yang diatur dalam pasal 188 ayat (1).

Peringatan yang disampaikan dalam pasal 188 ayat 3 harus benar-
benar dipedomani oleh hakim, apabila hakim hendak menggunakan alat
bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa,
undang-undang sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani
hakim. Tuntutan tanggung jawab hati nurani itu memperingatkan agar
hakim bersikap arif dan bijaksana, tidak sembrono, dan sewenang-
wenang, maka harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan
yang menyeluruh secara cermat dan seksama.

Peringatan yang digariskan dalam pasal 188 ayat 3 merupakan
“ajakan” kepada hakim agar sedapat mungkin “lebih baik menghindari”
penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan

terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak
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sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar
memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti
yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling kepada alat
bukti petunjuk. Kalau sudah diusahakan memeriksa alat bukti yang lain
sampai pada batas maksimal, namun pembuktian belum mencukupi
barulah boleh berpaling pada alat bukti petunjuk tetapi jangan cepat
berputus asa sebaiknya hakim mencoba berkonsultasi dengan penuntut
umum untuk mengusahakan alat bukti tambahan,

Disamping hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan
arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan
penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya, pasal 188
ayat (2) “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat
bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjulg dari
segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat
bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif
ditentukan dalam pasal 182 ayat (2). Menurut pasal 182 ayat (2),
petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi
b. Surat

c. Keterangan terdakwa
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Hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk itu dapat diolah.
Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan
dapat dicari dan diwujudkan. Kalau kembali melihat contoh yang
dikemukakan, persesuaian itu diambil dan diperoleh dari keterangan istri
B, keterangan saksi X dan dari keterangan A sendiri maupun dari
peristiwa pidana yang terjadi.

Harapan penulis, seandainya hakim akan mempergunakan alat
bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan
jeli mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif
dan proporsional. Benar-benar persesuaian-persesuaian itu mampu
mewujudkan suatu petunjuk “nyata dan utuh” tentang terjadinya tindak
pidana, dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sehingga dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa sudah barang tentu persumpsion adalah sebagai alat bukti yang
sah, dan selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses
pemeriksaan perkara pidana. Inilah prinsip umum yang harus dipedomani.
Namun dalam kenyataan, tidak demikian halnya. Bagaimanapun baik
penuntut umum maupun hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti
yang lain, seperti keterangan saksi pada khususnya. Karena bukankah alat
bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang yang paling utama dan

paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana?.
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Namun hal ini tergantung pada peristiwa pidana yang bersangkutan.
Seperti dalam perkara pemalsuan misalnya, barangkali alat bukti surat
akan lebih memegang peranan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
Oleh karena itu alat bukti persumpsion pada umumnya baru diperlukan
apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum
pembuktian yang digariskan pasal pasal 183. Menurut penulis alat bukti
Persumpsion baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain.
Karena alat bukti Persumpsion, baru mungkin dicari dan ditemukan jika
telah ada alat bukti yang lain, sebab Persumpsion sebagai alat bukti,
bukanlah alat bukti yang memiliki bentuk “substansi tersendiri”. Dia
tidak mempunyai wadah sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang
lain seperti alat bukti saksi. Bentuknya sebagai alat bukti adalah
“assesor” (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan

keterangan terdakwa sebagai sumber yang yang dapat melahirkannya.

B. Analisis Tentang Persamaan dan Perbedaan Kekuatan Yuridis Persumpsion
Dalam KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam
1. Persamaan kekuatan yuridis persumpsion dalam Hukum Acara Pidana Islam
dan KUHAP
Berdasarkan atas adanya kewajiban pembuktian terhadap suatu

perkara pidana, maka tidak akan lepas dari penggunaan alat-alat bukti
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sebagai dasar pijakan untuk memutuskan suatu perkara. Penggunaan alat-alat
bukti ini bertujuan untuk menghindari penjatuhan putusan secara semena-
mena schingga dapat dicapai suatu keadilan secara utuh, karena pada
dasarnya semua manusia itu mempunyai derajat yang sama di mata hukum.
Berkenaan dengan alat bukti ini, bahwasanya KUHAP dan Hukum
Acara Pidana Islam sama-sama mengatur tentang alat-alat bukti.
Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 184 KUHAP yang menyebutkan
bahwa alat-alat bukti terdiri atas :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana Islam yang dikatakan sebagai

alat-alat bukti adalah :

a. Igrar (Pengakuan) () 2Y)

b. Syahadah (kesaksian) (35lg-2J1)

c. Yamin (Sumpah) ((ned))

d. Nukul (Penolakan sumpah) (=)

¢. Qasamah (bersumpah 50 orang) (ew.all)
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f. Pengetahuan hakim( o\l (alt)

g. Qarinah (petunjuk) (i ,a))

Berangkat dari uraian tentang alat-alat bukti di atas, maka penulis
berpendapat bahwasanya keduanya sama-sama memakai Persumpsion
(petunjuk/Qarinah) sebagai alat bukti. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam
proses pembuktian baik dalam KUHAP maupun dalam Hukum Acara Pidana
Islam sama-sama memakai alat bukti ini.

. Perbedaan kekuatan yuridis persumpsion dalam Hukum Acara Pidana Islam
dan KUHAP

Sehubungan dengan adanya kewajiban pembuktian dengan
menggunakan alat bukti persumpsion maka dapat dianalisa mengenai
perbedaan kekuatan yuridis persumpsion dalam Hukum Acara Pidana Islum
dan KUHAP.

Dalam Hukum Acara Pidana Islam, Persumpsion mempunyai
kekuatan hukum yang berbanding terbalik dengan yang ada dalam KUHAP.
Sebab di dalam Hukum Acara Pidana Islam, Persumpsion sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap meskipun tanpa didukung oleh alat-alat bukti
yang lain selagi hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa peristiwa tersebut
sudah menampakkan petunjuk yang jelas sehingga hakim bisa langsung
memberikan putusan hukum terhadap perkara tersebut tanpa menggunakan

alat bukti yang lain seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika seseorang
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menemukan barang yang diketemukan, kemudian nabi memberikan barang
tersebut kepada orang yang mampu menyebutkan ciri-ciri benda tersebut
dengan benar,

Akan tetapi pemakaian alat bukti ini menurut KUHAP tidaklah serta
merta dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, akan
tetapi tergantung pada peristiwa yang terjadi. Menurut KUHAP, bahwasanya
Persumpsion baru dikatakan mempunyai kekuatan yuridis apabila
dihubungkan dengan adanya alat bukti pendukung yang lain. Ketika alat
bukti yang lain sudah cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam

menjatuhkan putusan, maka Persumpsion ini dikesampingkan.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang sudah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil

kesimpulan antara lain:

1.

Bahwasanya kekuatan yuridis Persumpsion menurut KUHAP baru bisa
mempunyai kekuatan hukum untuk untuk menjatuhkan putusan jika
dikaitkan dengan alat bukti yang lain.

Bahwasanya kekuatan Yuridis Persumpsion menurut Hukum Acara Pidana
Islam sudah mempunyai kekuatan hukum untuk menjatuhkan putusan
meskipun tanpa didukung oleh alat bukti yang lain.

Persumpsion dalam KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam keduanya
mempunyai kesamaan, yakni sama-sama dapat digunakan sebagai alat bukti
dan mempunyai kckuatan hukum dalam proses pembuktian. Sedangkan yang
membedakan adalah dalam KUHAP berlaku pada pembuktian tidak langsung
sedangkan dalam Hukum Acara Pidana Islam berlaku pada pembuktian

langsung.

70
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B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan maka

penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan bisa membawa guna dan

manfaat terhadap berbagai pihak.

1.

Semua penegak hukum hendaklah selalu mengedepankan prinsip keadilan
dalam menangani dan memutuskan suatu perkara agar tercapai keadilan yang
merata tanpa memandang perbedaan.

Khususnya kepada hakim agar selalu memegang teguh keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Y.M.E. agar dalam menangani dan mengadili serta

menjatuhkan putusan selalu tetap dalam jalur yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asnuni. Kaidah-Kaidah Figh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
Agama, Departemen. A/-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Al-Hidayah, 2002
Ahmadi, Abu. Jimu Sosial Dasar, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Ansoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. I, 2004

Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003

As-Siddiqi, Teungku M. Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang;
Pustaka Rizki Putra, 1997

Authar, Nailul. Surabaya; Bina Ilmu, 1993

Hidajah, Hidajatul. Peta Pemikiran Sosiologi dan Perkembangannya, Surabaya:
Putra Pelajar, 2003

Hamid, Andi Thahir. Hukum Acara Pidana Umum Dan Hukum Acara Pldana
Khusus, Surabaya: CV. Al-Ikhsan, 1993

Hamzah, Andi. dan Irdan Dahlan, XUHAP, HIR dan Komentar, Jakarta: Gholia
Indonesia, 1985

Hamzah, Andi. KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: SInar
Grafika, 2000

Kansil, Cst. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 1995

Madkur, M. Salam. Peradilan Dalam Islam, Surabaya: Bina Iimu, 1993



Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara,
2008

Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara perdata Indonesia, Jogjakarta: Liberti, 1996
Mostar, Herman. Peradilan Yang Sesat, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987
Partanto. Pius A. dkk, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994

Prakoso, Djoko. A/at Bukti dan Kekustan Pembuktian di Dalam Proses Pidana,
Jogjakarta: Liberty, 1988

Rasid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. VIII. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994

Rasid, Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Press, 1991
RM, Suharto. Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
Sabiq, Sayyid. Figih Sunnah Jilid 3, cet. 4 Beirut: Dar al-Fikr, tt

Saleh, Roeslan. Hukum Pidana Sebagai Konfrointasi Manusia Dan Manusia, Jakarta:
Sinar Grafika, 1998

Soekamto, Soejono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. X, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah V. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2001

Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, 2004
Subekti, R. Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975

Tresna, R. Jogjakarta: UNPAD, 1994

Usman, Mukhlis. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999

Waluyo, Bambang. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, 1996



